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Abstrak : Menegakkan  keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas 
masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 
damai, harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam Negara hukum. 
Dalam kaitannya dengan The Correspondence Theory of Truth yang 
menekankan pada kekuatan indrawi, sangat bergantung kepada realitas 
sehingga untuk menyatakan sesuatu pernyataan adalah benar maka 
harus diamati kenyataan yang ada. Kebenaran Hukum  tidak dapat 
dipisahkan dengan masyarakat dan Negara, materi hukum digali, dibuat 
dari nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam mayarakat berupa 
kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan  individu dan bangsa, 
perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan Negara.  
 
Kata Kunci: Hakikat, Keadilan, Hukum 
 
PENDAHULUAN 
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pelecehan hukum 
semakin marak, dan itu dapat kita lihat dari perlakukan seorang nenek 
yang mencuri 3 (tiga) buah kakao yang mendapat perlakuan hukuman 
yang hampir sama dengan seorang koruptor, bahwa terkesan bahwa 
seorang koruptor mendapatkan hukuman yang sangat ringan 
dibandingkan dengan seseorng yang mencuri 3 (tiga) buah kakao, kasus 
pembunuhan yang dilakukan oleh ketua KPK (Komisi Pemberantasn 
Korupsi) Antarasari Azhar, kasus pembunuhan Munir, kasus Gayus, 
kasus-kasus ini merupakan faktual yang sangat berkaitan keadilan. Di  
Negara ini seakan-akan kata adil sangat sulit didapati, dimana-mana yang 
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diteriaki hanyalah ketidakadilan, apa itu wujud dari keadilan, dimana letak 
keadilan, kapan seseorang memperoleh hukum dan lain sebagainya. 
Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan 
masyarakat, namun terkadang kala keadilan hanya menjadi bahan 
perdebatan tiada akhir, ini karenakan karena konsep keadilan merupakan 
sesuatu yang abstrak dan bersifat  subyektif.  
Ada juga yang berangapan bahwa kesemuanya ini dikarenakan 
pemanipulasi kenyataan hukum yang baik menjadi tidak bermakna karena 
ditafsirkan dengan keliru, sengaja dikelirukan, dan disalahtafsirkan untuk 
mencapai kepentingan tertentu. Banyaknya kasus hukum yang tidak 
terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan 
keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga peradilan 
tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan pemerintah 
tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan 
keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu 
membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi 
(Muchsan, 1985: 45). Kalaupun kasus hukum itu selesai,  Hakim tidak lagi 
memberikan putusan adil pada setiap pengadilan yang berjalan karena 
tidak melalui prosedur yang benar. Perkara diputuskan dengan undang-
undang yang telah dipesan dengan kerjasama antara pembuat Undang-
undang dengan pelaku kejahatan yang kecerdasannya mampu 
membelokkan makna peraturan hukum dan pendapat hakim sehingga 
berkembanglah “mafia peradilan” (Bismar Siregar, 1996:78). Produk 
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hukum telah dikelabui oleh pelanggarnya sehingga kewibawaan hukum 
jatuh. Manusia lepas dari jeratan hukum karena hukum yang dipakai telah 
dikemas secara sistematik sehingga perkara tidak dapat diadili secara 
tuntas bahkan justru berkepanjangan dan akhirnya lenyap tertimbun 
masalah baru yang lebih aktual. Tindakan pengadilan inilah seringkali 
tidak bijak karena tidak member kepuasan pada masyarakat. 
Pada dasarnya Hukum tidak boleh berjarak dengan rasa keadilan. 
Hukum dan keadilan sebenarnya adalah merupakan  dua elemen yang 
saling tertaut yang merupakan “ condition sine qua non” bagi yang lainnya. 
Penegakan hukum yang berjarak dengan rasa keadilan, menjadi batal 
demi hukum itu sendiri.Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya 
bersandar pada kepastian hukum semata tetapi juga rasa keadilan dan 
kemanfaatan. Ramuan hukum berdasarkan kepastian, keadilan, dan 
kemanfaatan inilah merupakan tujuan hukum. Hukum yang terlalu kaku 
akan cenderung tidak adil (summum ius summa iniuria). Meski demikian, 
kepastian dan prosedur hukum tetap tidak dapat ditinggalkan begitu saja. 
Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, 
menghilangkan, imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. 
Hukum mungkin telah mati jika roh hukum yaitu keadilan hanya telah 
menjadi sebuah angan-angan dan dalam keadaan seperti hukum tidak 
lagi kondusif bagi pencari keadilan (justitiabelen). Masyarakat sebagai 
konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga 
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masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan (Sukarno Aburaera,dkk, 
2010:179). 
Langkanya rasa keadilan di negara ini dirasakan oleh konsumen 
hukum, dikarenakan negara dirasa belum mampu memberikan jaminan 
lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki rohnya 
atau jiwanya keadilan guna penegakkan hukum yang bersandarkan 
keadilan. Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan 
keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma 
menjadi neo-emporium (penjajah baru), dimana keadilan telah tereliminasi 
dan hukum menjadi sesuatu yang anarkis, oleh sebab itu hukum dan 
keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi 
dari hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif 
dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan 
berbagai alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum, 
karena hukum kehilangan kepercayaan. Bahkan disini akan muncul 
kecenderungan bahwa masyarakat akan memilih jalan sendiri-sendiri 
untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat tersebut. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang 
bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang 
yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada 
kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat 
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mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam 
kehidupan manusia. 
Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal 
dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang 
berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair 
(sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan 
hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman 
(sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak 
menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan 
(sinonimnya judge, jurist, magistrate) (www.bartleby.com) 
 
Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum  
Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap 
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 
mengutamakan “the search for justice” (Theo Huijbers, 1995:196). 
Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang 
adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, 
pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori 
keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics dan teori keadilan 
sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice.  
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Teori keadilan Aristoteles  
Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita 
dapatkan dalam karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. 
Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya 
ditujukan bagi keadilan,yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti 
dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa 
ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari 
pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam 
pengertian kesamaan.  
Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan 
numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik 
mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang 
biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita 
mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. 
Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya 
sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari 
pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan 
perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan 
menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.  
Pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum 
perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan 
terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami 
dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting 
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ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang 
sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa 
ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran 
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.  
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, 
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa 
didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” 
matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah 
distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang 
berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan 
distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi 
masyarakat (Carl Joachim Friedrich, 2004:24). Di sisi lain, keadilan 
korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu 
pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif 
berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang 
dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang 
sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, 
ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang 
sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas 
membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa 
keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan 
distributif merupakan bidangnya pemerintah (Carl Joachim Friedrich, 
2004:24). 
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Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya 
dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat 
kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, 
dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas 
hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan 
pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang 
dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua 
penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang 
hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa 
yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap 
merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia 
(Carl Joachim Friedrich, 2004:26). 
 
Keadilan Sosial ala John Rawls  
John Rawls dalam bukunya a theory of justice menjelaskan teori 
keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair 
equality of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa 
perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat 
yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah 
perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada 
ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok 
kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.  
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Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity 
menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk 
mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah 
yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori 
mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori 
utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls 
berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip 
utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa 
pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. 
 Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras 
dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi 
diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat 
dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-
orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, 
situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa 
sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. 
Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan 
menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. 
Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan 
untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-
orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang 
terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang 
diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman 
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ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan 
perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. 
Lebih lanjut John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice, yang 
sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan 
Heru Prasetyo, John Rawls menegaskan bahwa maka program 
penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 
dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang 
sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang 
sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan 
sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang 
bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka 
yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.  
Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur 
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek 
mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas 
diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 
beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: 
Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan 
yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, 
ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus 
memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-
kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 
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Pentingnya perlindungan untuk kaum lemah juga dikemukakan 
dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. 
Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori hukum alam  
abad XVII, Grotius mengatakan bahwa hukum ada karena adanya suatu 
perjanjian atau kontrak. Perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia 
itu adalah makhluk social, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup 
bermasyarakat. Hukum dan Negara bertujuan untuk ketertiban dan 
keamanan.Ide tentang hukum dan Negara sebagai penjaga keamanan 
individu juga datang dari Thomas Hobbes,   
Menurut Hobbes tanpa hukum manusia yang satu akan menjadi 
srigala bagi manusia yang lain (homo homini lupus). Dalam kondisi 
alamiah, manusia adalah srigala bagi manusia yang lain. Tidak ada 
konsep adil atau tidak adil, jika ingin adanya keadilan maka harus ada 
peraturan yang mengatur, untuk itu diperlukan adanya Negara.  
Selanjutnya gagasan tentang Negara dan hukum sebagai pelindung hak 
kodrat manusiadiperkenalkan oleh John Locke , seorang Filsuf Inggris. 
Sebagaimana halnya pemikiran hukum alam lainnya Locke mendasari 
teorinya pada keadilan manusia yang naturalis. Berbeda dengan Hobbes 
yang menggambarkan keadaan naturalis  manusia ada dalam keadaan 
disorder, Locke justru melihat manusia dalam keadaan masyarakat yang 
penuh dengan keteraturan. Keadaan ideal ini terjadi karena dalam 
keadaan naturalis, tidak ada hak-hak dasar manusia yang dilanggar. 
Negara dan hukum diciptakan untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan 
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kebebasan. Konsep dari Locke inilah yang menjadi konsep Hak asasi 
Manusia yang masih di kenal sampai sekarang (Satya Arinanto dan Ninuk 
Triyanti, 2009:10). 
Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa keadilan dalam filsafat 
hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum 
yang ada.  Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara 
adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 
Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif 
untuk menegakkan  keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas 
masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 
damai. Keadilan disini harus dibangun sesuai dengan cita hukum dalam 
Negara hukum bukan Negara kekuasaan. Hukum berfungsi sebagai 
pelindung kepentingan manusia, penegakkan hukum harus 
memperhatikan 4 unsur (Dardji Darmodihardjo, 2002:36) yaitu : 
1. Kepastian hukum 
2. Kemanfaatan hukum 
3. Keadilan hukum 
4. Jaminan Hukum  
Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur 
pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk 
mealisasikan keadilan hukum dan isi hukum ditentukan oleh keyakinan 
etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan  hukum  menjadi  nyata  jika 
para  aparat hukum yang melaksanakannya dengan baik serta memenuhi, 
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menempati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 
penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 
artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 
kepastian hukum dan keadilan hukum.   
 Masih berkaitan dengan hukum dan keadilan, disini hukum 
diberhadapkan dengan kekuasaan. Pada dasarnya hukum bersifat 
imperative, agar dapat ditaati, tapi kenyataannya hukum dalam kehidupan 
masyarakat tidak ditaati maka hukum perlu didukung kekuasaan, 
seberapa dukungan kekuasaan tergantung pada tingkat kesadaran 
masyarakat, makin tinggi kesadaran hukum masyarakat makin kurang 
kekuasaan yang diperlukan. Hukum merupakan sumber kekuasaan 
berupa kekuatan dan kewibawaan dalam praktek kekuasaan bersifat 
negative, karena kekuasaan merangsang bernuat melampaui batas, 
melebihi kewenangan yang dimiliki. Hukum tanpa kekuasaan angan-
angan, kekuasan tanpa hukum adalah dholim. Hukum mempunyai 
hubungan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, 
masyarakat berubah yang dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri 
dipertanyakan niai-nilai mana yang dipakai. Dalam perubahan pasti ada 
hambatan antara lain : nilai yang dirubah tenyata masih relevan dengan 
kepribadian nasional, adanya sifat heterogenitas dalam agama dan 
kepercayaan yang berbeda, adanya sikap masyarakat yang tidak 
menerima perubahan dan tidak mempraktekkan perubahan yang ada 
(Budiono Kusumohamidjoj, 1999:37). 
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Disini butuh filsafat hukum dalam menjawab problema hukum yang 
belum dapat terpecahkan. Tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-
nilai, dasar-dasar hukum secara filosofis, serta mampu memformulasikan 
cita-cita keadilan, ketertiban dalam keidupan yang relevan dengan 
kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan tidak menutup 
kemungkinan hukum menyesuaikan, merubah secara radikal dibawah 
tekanan hasrat manusia yang berubah tiada batas, untuk membangun 
paradigma hukum baru, guna memenuhi kebutuhan perkembangan 
hukum pada suatu masa tertentu, suatu waktu dan pada suatu tempat. 
Sehingga dapat ditarik suatu benang merah bahwa korelasi antara filsafat, 
hukum daan keadilan sangat erat, disini terjadi tali temali antara kearifan, 
norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum  tidak dapat 
dipisahkan dengan masyarakat dan Negara, materi hukum digali, dibuat 
dari nilai-nilai budaya yang terkandung di mayarakat berupa kesadaran 
dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan  individu dan bangsa, 
perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan Negara. Hukum 
disini mencerminkan nilai hidup budaya yang ada dalam masyarakat  yang 
mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. 
Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat 
bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan 
diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan 
harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta 
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bagaimana memajukan keadilan, untuk itu  akan digunakan barometer 
teori-teori kebenaran. Teori-teori yang digunakan adalah: 
1. The Correspondence Theory of Truth 
Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling 
awal dan paling tua. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi 
bernilai benar apabila saling bersesuaian dengan dunia kenyataan. 
Kebenaran demikian dapat dibuktikan secara langsung pada dunia 
kenyataan (Suraijo, 2010:105). Dengan demikian, kebenaran dapat 
didefenisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif. Yaitu suatu 
pernyataan yang sesuai dengan fakta atau seseuatu yang selaras 
dengan situasi. Kebenaran ialah persesuaian (agreement) antara 
pernyataan (statement) mengenai fakta dengan fakta aktual; atau 
antara putusan (judgement) dengan situasi seputar (environmental 
situation) yang diberi interprestasi (Amsal Bakhtiar, 2011:113). 
2. The Coherence Theory of Truth 
Menurut teori ini suatu proposisi itu benar bila mempunyai hubungan 
dengan ide-ide dari proposisi yang telah ada atau benar, atau 
proposisi itu mempunyai hubungan dengan proposisi yang terdahulu 
yang benar. Pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui 
fakta sejarah apabila merupakan suatu proposisi sejarah atau 
memakai logika apabila merupakan pernyataan yang bersifat logis 
(Suraijo, 2010:105). Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan 
yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama 
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lain. Karenanya lahirlah rumusan : truth is a systematic coherence 
kebenaran adalah saling berhubungan yang sistematis; truth is 
consistency kebenaran adalah konsistensi dan kecocokan (Amsal 
Bakhtiar, 2011:116). 
3. The Pragmatic Theory of Truth 
Menurut filsafat ini benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori 
semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap 
benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak 
mendatangkan manfaat. Suatu kebenaran dan suatu pernyataan 
diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional 
dalam kehidupan manusia. Teori, ide atau hipotesa adalah benar 
apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia 
berlaku dalam praktek, apabila ia mempunyai nilai praktis. Jadi 
kebenaran ialah apa saja yang berlaku (works) (Amsal Bakhtiar, 
2011:119). 
4. The Performative Theory of Truth 
Menurut teori ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu 
menciptakan realitas. Pernyataan benar, bukan pernyataan yang 
mengungkapkan realitas, tapi karena adanya pernyataan itu maka 
tercipta suatu realitas seperti yang diungkapkan dalam pernyataan itu 
(bkputrawan.blogspot.com). 
5. The Concensus Theory of Truth 
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Suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada 
paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang 
mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak sejarawan 
dan filosof sains masa kini menekankan bahwa serangkaian 
fenomena atau realitas yang dipilih untuk dipelajari oleh kelompok 
ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realitas 
yang telah diterima secara apriori oleh kelompok tersebut 
(www.kabarindonesia.com) 
Terkait dengan uraian diatas, maka penulis mengkategorikan 
bahwa keadilan itu terkait dengan The Correspondence Theory of 
Truth,  dimana Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran 
yang paling awal dan paling tua. Teori ini berpandangan bahwa suatu 
proposisi bernilai benar apabila saling bersesuaian dengan dunia 
kenyataan. Kebenaran demikian dapat dibuktikan secara langsung pada 
dunia kenyataan (Suraijo, 2010:105).  
Dengan demikian, kebenaran dapat didefenisikan sebagai 
kesetiaan pada realitas objektif. Yaitu suatu pernyataan yang sesuai 
dengan fakta atau seseuatu yang selaras dengan situasi. Kebenaran ialah 
persesuaian (agreement) antara pernyataan (statement) mengenai fakta 
dengan fakta aktual; atau antara putusan (judgement) dengan situasi 
seputar (environmental situation) yang diberi interprestasi (Amsal Bakhtiar, 
2011:113). Teori ini menekankan pada kekuatan indrawi, sangat 
bergantung kepada realitas sehingga untuk menyatakan sesuatu 
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pernyataan adalah benar maka harus diamati kenyataan yang ada. 
Kebenaran Hukum  tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan 
Negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai budaya yang 
terkandung di dalam mayarakat berupa kesadaran dan cita hukum, cita 
moral, kemerdekaan  individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, 
cita politik dan tujuan Negara. Sehingga Hukum disini mencerminkan nilai 
hidup budaya yang ada dalam masyarakat  yang mempunyai kekuatan 
berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan   
Dari hasil pembahasan dan analisa tersebut maka disimpulkan 
bahwa Hukum dan keadilan sebenarnya adalah merupakan  dua elemen 
yang saling tertaut yang merupakan “ condition sine qua non” bagi yang 
lainnya. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan ini 
adalah internal otentik dan esensi roh wujud roh. Sehingga supremasi 
hukum (supremacy of law) adalah supremasi keadilan (supremacy of 
justce) begitu pula sebaliknya, keduanya merupakan hal yang kumutatif. 
Hukum disini tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, 
tapi hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan 
mampu bertahan apabila roh keadilannya telah hilang.  
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